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BABI
HUKUM TATA NEGARA:
-ERTIAN DAN RUANG LINGKUP

zxum Tata Negara
Tata Negara (HTN) dikenal dengan
Dalam Bahasa Inggris misalnya dikenal
Law, Bahasa Belanda Staatscrecht,
‘assungscreht, sedangkan dalam Bahasa

¢ Constitutionel.

2 yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara

~cholten mendefisinikan hukum tata Negara
echt dat regelt de staatorganisatie” atau hukum
fur mengenai tata organisasi Negara. Scholten
tentang organisasi Negara yang dibedakan
isasi non-negara. Menurut Scholten, jika yang
hukum organisasi Negara, maka hukum
urnya itu disebut dengan Hukum Tata Negara

-17) 2

=m zrti luas) dan straatsrecht dalam arti sempit. Hukum

=7 arti sempit hanya berkaiatan dengan hokum Tata
= ~ukum tata Negara dalam arti luas mencakup Hukum
~_xum Administrasi Negara. Jimly As-Shiddiqi, Pengantar

=goro, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 13.

zemeen Deel”, 1934, 42 dalam J.H.A Logeman, Over de
Steelig  Straatsrech (1948). Scholten  belum
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Menurut E.C.S Wade dan G. Godfrey Phillips
mengartikan Hukum Tata Negara sebagai berikut:

“There is no hard and fast definition of constitutional law.
According to one very wide definition, constitutional law is
that part of the law which relates to the system of
government of the country ¢

Oleh karena itu, lebih lanjut mereka berdua
mengatakan:

“It is more convenient to define constitutional law as
meaning those laws which regulate the structure of the
principle organs of govern-ment and their relationship to

each other and to the citizen, and determine their main

functions”.4

Menurut Van Der Pot, hukum tata Negara adalah
sebagai berikut:

“Peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan

yang diperlukan beserta kewenangannya masing-

masing, hubungannya satu sama lain serta

hubungannya dengan individu warga Negara dalam

kegiatannya”.

Sedangkan M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
menyimpulkan dari berbagai definisi Hukum Tata Negara
sendiri sebagai berikut:

mempertimbankan hubungan organisasi Negara dengan hak asasi manusia
misalnya tentang hak asasi manusia.

3 £cs. Wade and G. Godfrey Philips, Constitutional and Administrative Law,
Ninth Edition, Bungay, Suffolk, Great Britain: Richard Clay (The Chaucer
Press: 1997), Ltd, 5.

* Ibid.

5 van der Pot, Handboek van het Nederlands Straatsrecht, (Zwolle: WEJ®
Tjeenk Willink, 1968), hal 5.
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“Seperangkat peraturan hukum yang mengatur
organisasi suatu negara, hubungan antar alat
perlengkapan negara secara vertikal dan horizontal,
serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya”®

Pengertian yang hampir sama disampaikan R.G.
Nartasapoetra. Ia mendefisikan hukum tata negara
-cbagaimana berikut:

“Sebagai sekumpulan hukum yang mengatur tentang

keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan

antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi
vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga
negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya”.”

Sebagai bagian dari doktrin ilmu hukum, menurut
Asshiddigie, Hukum Tata Negara umumnya
ami sebagai ilmu hukum tersendiri yang membahas
kenegaraan dalam arti diam (statis), cara

zan antar lembaga negara, termasuk relasi negara

1 warganya.

-ara makna luas, Hukum Tata Negara juga termasuk

dari Hukum Administrasi Negara (HAN) yang

25 kenegaraan dalam arti bergerak (dinamis).

nbedakan Hukum Tata Negara secara umum

:kup semua negara, maka Hukum Tata Negara

iibagi menjadi dua. Pertama, Hukum Tata

um. Kedua, Hukum Tata Negara Positif.

l edaan keduanya, Hukum Tata Negara Umum

Jzn Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara

7z Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Univ Indonesia dan

£) vz Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Bina
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dikenal sebagai pengantar HTN, dj dalamnya menjelaskan
perbedaan antar keduanya, seperti teori ketatanegaraan
dan lainnya. Adapun Hukum Tata Negara Positif
menjelaskan tentang Hukum Tata Negara atau konstitusi
di Indonesia. 8

Jimly — Asshiddiqie, dalam  melakukan kajian
perbandingan konstitusi antar negara membagi Hukum
Tata Negara menjadi Hukum Tata Negara Perbandingan
dan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara.

Oleh karena itu, Hukum Tata Negara bisa dimaknai
secara sempit, luas, umum dan hukum positif. Namun
Hukum Tata Negara yang dimaksud dalam buku ini
adalah Hukum Tata Negara secara sempit, mengingat
Hukum Administrasi Negara merupakan cabang ilmu
Hukum Tata Negara yang saat ini telah menjadi bagian
dari disiplin ilmu tersendiri dalam perkuliahan.

Sebagai ilmu yang menelaah konstitusi di berbagai
hegara,  termasuk juga membahas teori  dasar
ketatanegaraan secara umum, maka dapat dimaknai
bahwasanya Hukum Tata Negara merupakan seperangkat
hukum tentang organisasi, lembaga, kekuasaannya dan
hubungan antar lembaga atau organisasi. Termasuk juga
hubungan negara dengan warga negaranya.

® Buku ini berjudul Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Artinya HTN
sebagai hukum positif yang masih berlaky hingga sekarang. Oleh karena itu,
pembahasan dalam buku ini terkait dengan hokum tata Negara yang masih
berlaku di Indonesia.

9Jimly permah menjadi Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.

4
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Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Sebagaimana makna Hukum Tata Negara yang telah
askan sebelumnya, maka Obyek Hukum Tata Negara
ah negara yang nyata keberadaannya atau negara yang
empati ruang dan waktu. Adapun ruang lingkup

Hukum Tata Negara adalah lembaga negara,
ngan antar lembaga negara, kekuasaan lembaga

a, Hak Asasi Manusia (HAM) dan wilayah suatu

bjek kajian Hukum Tata Negara dalam makna
., oleh Logemann dalam College-aantekeningen over het
i it van Nederlands Indie, terdapat beberapa objek
it Hukum Tata Negara. Jabatan-jabatan apa yang
2t dalam susunan negara, di antaranya;

an o2 vang mengadakan jabatan
pengisian jabatan dengan pejabat
gai s jabatan
ssar nang jabatan
knai 1gan antara jabatan
gkat --batas dari tugas-tugas organisasi negara
dan > Ranawidjaja menjelaskan bahwa Hukum Tata
. juga nengkaji tentang ketatanegaraan yang berkaitan
oerapa hal berikut;
Umum Lmbaga Negara. Di antaranya adalah
negara, bentuk pemerintahan, sistem
itah, corak pemerintahan (diktator atau
asi), wilayah negara, garis-garis besar tentang
rtinya HTN -2an negara (desentralisasi), garis-garis besar
kare“a::k’\ - organisasi pelaksana (perundang-undangan,
m y .
yang tahan, peradilan), dasar negara, hubungan
JSi-
8
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antara negara dengan rakyat, cara rakyat menjalankan
hak-hak ketatanegaraan (hak politiknya), ciri-ciri lahir
dari kepribadian negara Republik Indonesia (lagu
kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera dan
sebagainya).

2) Badan-badan  ketatanegaraan yang  mempunyai
kedudukan di dalam organisasi negara. Termasuk di
dalamnya tentang cara pembentukan, susunannya,
tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya masing-
masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan
masa jabatannya.

3)  Pengaturan kehidupan politik rakyat. Berkaitan dengan
partai politik, hubungan kekuatan politik dengan
badan negara, kekuatan politik dan pemilihan umum,
arti dan kedudukan golongan kepentingan dan
golongan penekanan, pencerminan pendapat, dan cara
kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik (koalisi,
oposisi, kerja sama atas dasar kerukunan).

4)  Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar
belakang dari situasi yang terjadi.

Dapat disimpulkan dari bagian di atas, terdapat empat
hal mendasar terkait ruang lingkup Hukum Tata Negara,
di  antaranya, struktur lembaga negara, badan
ketatanegaraan, pengaturan kehidupan politik rakyat dan
sejarah perkembangan suatu negara.

Di sisi lain, Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam
karyanya Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
keduanya menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian
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in <um Tata Negara mencakup “bentuk dan teknik

ir 1cangan peraturan perundang-undangan”.!®

put Pandangan lain disampaikan oleh Ni‘matul Huda.
At n menentukan obyek kajian Hukum Tata Negara,
. , ratul Huda lebih condong mengkaji teoritis dan yuridis
ral 1ap konstitusi Indonesia. Menurutnya, ruang lingkup
di thasan HTN meliputi gagasan cita negara yang
ya z dalam UUD 1945, analisis yuridis naskah UUD
ng- nstituante dan Dekrit 5 Juli 1959, masa jabatan,
lan dan pertanggungjawaban Presiden, masa
peralihan dan pertanggungjawaban  Wakil
patl wukum darurat negara, hak uji materiil terhadap
pan lang, jaminan Hak Asasi Manusia dalam
am, ssunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD,
dan nstitusi, dan konvensi ketatanegaraan di
cara

lisi, e
i pendapat dalam mengkaji Hukum Tata
zaimana deskripsi di atas, menunjukkan
latar )
1 untuk menentukan batasan pembahasan

= ingkup kajian Hukum Tata Negara. Hal

npat dirasakan oleh Padmo Wahjono.
gaLd, a kesulitan dalam menentukan materi
adan Negara, dikarenakan dinamika
' dan ndonesia yang masih dalam tahap

zza banyak hal yang belum bersifat
lalam dentifikasi ada 16 masalah pokok
nesia, ang terdapat dalam UUD 1945
cajian

= Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata

-0 Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo
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di antaranya; pembentukan UuD dan GBHN,
pembentukan lembaga negara, fungsi legislatif, fungsi
yudikatif, fungsi eksekutif, kepemimpinan nasional, fungsi
pemeriksaan keuangan negara, fungsi pengaturan
keuangan negara, fungsi kepanasehatan, fungsi kepohsian,
fungsi hubungan luar negeri, masalah hak asasi, otonomi
daerah, kewarganegaraan, kelembagaan negara dan
wawasan nusantara.

Hal sama juga turut dialami oleh Bagir Manan yang
kesulitan dalam memperlajari Hukum Tata Negara Positif
mengigat dinamika hukum yang terus berkembang.
Misalnya sebagaimana yang dialami Indonesia, yaitu
perlakunya tiga konstitusi dalam empat periode. Termasuk
juga amandemen konstitusi atau UUD yang dilakukan
empat kali dalam waktu yang cukup pendek mulai 1999
hingga tahun 2002.

Amandemen tersebut sampai berkaitan hal pokok
seperti menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

dan mengintrodusir lembaga-lembaga negara baru sepert
Mahkamah Konstitusi (MK) dam Komisi Yudisial (KY).
Perubahan-perubahan tersebut  mengakibatkan buku
tentang Hukum Tata Negara cepat sekali ‘usang’ dan
dituntut untuk segera melakukan pembaharuan.

Fenomena ini berbeda dengan negara-negara yang
konstitusinya telah tertata, sepertl Amerika Serikat,
Singapura, Belanda, India, Jepang, Inggris, dan Malaysia.
Meski mengalami perubahan undang-undang dasar, tetapl
tidak ~ sampai menyangkut dasar-dasar  sistem
ketatanegaraan. Undang-Undang tentang ketatanegaraan

jarang berubah. Perubahan hanya terjadi  ketika ada
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rudensi ketatanegaraan, Khususnya yang melalut
o fudicial review-

™ Asshiddiq’xe menyebutkan, bahwa
—bangah Hukum Tata Negard di luar negeri seperti

g mulal melihat progress tersebut ke dalam
L nstitusi secard prakt'\k. Hal ini dikarenakan

<ebagal hukum dasar yan® me\andasi

= wan ke W ilayah non—konvensxona\ misalnya
N—— 2 n, hukum pertambangan dan industtl
N——— _ ukum agama m kesehatal hukum
——— 0 terkait hak-hak perempuaty ukum
- _ oerdagangd™ d gebagalnyds terlebih
—— an langsung dengan konstitust sebagal
-_— on Tata Negara.

S g _ubstanst dan penerapd 1945 di
pr—— san, serta perkembangan pada emua bidand
—— xr2 perkenad dengan rinsip-prinstP
-— - ang, mendasarl 1mp\emanta51 e dalam

— T ri pusat kajian studi Hukum Tata

, pertumpt pada Konstitusi Undang-Undang Dasar
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1945. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, alasan sebagian
besar kajian Hukum Tata Negara terdapat dalam Undang-
Undang, hal itu karena posisi Undang-Undang Dasar atau
konstitusi menjadi sebagai the supreme law of the land,
bahkan sebagai the highest authority.

Melalui pengertian ini, selama aktivitas di segala
cabang pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif,
termasuk polisi yang bertugas, dilarang mengabaikan UUD
sebab bahasa dan aturannya adalah hukum. Sehingga teks
konstitusi tidak menjadi satu-satunya ruang lingkup kajian
Hukum Tata Negara secara dogmatis, tetapi aplikasi dan
perkembangannya ke semua bidang hukum. Oleh karena

itu, norma-norma Hukum Tata Negara tidak semuanya
berada di dalam UUD. Undang-Undang Dasar itu sendiri
merupakan konstitusi dasar negara sebagai induk atau
master of the rule bagi semua bidang hukum dalam negara.
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